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PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Menimbang

Mengingat

a.

b.

DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

bahwa sebagai pelaksanaan Undang-UndangiN18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana thldlah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturaref#ah Nomor
66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka RaratiDaerah
Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 1999 tentang RegriBarkir di Tepi
Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir karena tarifogkah tidak sesuai

lagi dengan keadaan saat ini, sehingga perlu wmitik disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimamakslid pada huruf a ,
maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerahupidtdn Madiun
Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir diiTltan Umum dan

Tempat Khusus Parkir yang ditetapkan dengan Paraiaerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentangbatukan Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (nharan Negara
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nofhoj

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nam@hun 1965
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan dembNegara
Nomor 2730);
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitaddog-Undang Hukum
Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor &®pahan Lembaran
Negara Nomor 3480 );

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lahtas dan Angkutan
Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Taambhbmbaran Negara
Nomor 3480 );

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PBmdrah dan Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Taambdembaran
Negara Nomor 3686 ) sebagaimana telah diubah detyatang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2006d4@46, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048 );

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemygaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotismeembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara N88%4dr );

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Petuken Peraturan
Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004MN6&) Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4389 );

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Hetakan Daerah
( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahanbasmn Negara
Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah kedua kalgate Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Tahun 2008d¥&9, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844 );

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pamgen Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lemibdgara Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalahenftbaran Negara
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Né#dil );

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tenteegpRma dan Sarana Lalu
Lintas Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 NompiT 881bahan Lembaran

Negara Nomor 3529 );
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11.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentamgld¢aan dan Pengemudi
( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64 , Tambdlembaran Negara
Nomor 3530 );

12.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentangibB& Daerah
( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambaharbasn Negara Nomor
4139);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangb&gian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DadPabtpinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembararafdefahun 2007 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );

14.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1998ang Fasilitas

Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

15.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 188tang Fasilitas Parkir

Untuk Umum;

16.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 19%ng Tata Cara Parkir
Kendaraan Bermotor di Jalan;

17.Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat 1l Madiun Nomorahun 1998 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemiatin Kabupaten Daerah
Tingkat Il Madiun ( Lembaran Daerah Kabupaten Dlaefangkat Il Madiun
Tahun 1998 Nomor 5, Seri C);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tah@9® 1éntang Retribusi
Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Pd&rkeambaran Daerah Tahun
1999 Nomor 3 Seri C)

19.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 TahurB 28@tang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupateniuiad Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Seri E );

20.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tah® 28ntang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Madiun ( Lembaran Daeahbn 2008 Nomor 1,
SeriD);

21.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tah@8 26ntang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaoupédadiun Tahun
2009 — 2013 ( Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomoe9 E5).
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Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
Dan
BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MADIUN NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI
TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabup#diun Nomor 11 Tahun 1999 tentang
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Kisu$arkir, yang diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 1999 Nd@n&eri B tanggal 22 November 1999
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daelalp&ian Madiun Nomor 8 Tahun 2005 yang
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Machan 2005 Nomor 3, Seri C tanggal 7
Desember 2005 diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 huruf f diubah dan menambah 8 (delapamuf lyaitu huruf t, u, v, w, X, y, z dan aa,

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

f. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi dd@@as Perhubungan, Informatika

dan Komunikasi Kabupaten Madiun.

t. Parkir berlangganan adalah pungutan yang dkam kepada semua kendaraan bermotor
yang bernomor polisi Kabupaten Madiun yang dibaetrap tahun berdasarkan Peraturan

Daerah.

u. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotog ydilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat
duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, daikgan maupun tanpa pelengkapan

pengangkut bagasi.

v. Pick Up adalah setiap kendaran bermotor baik trpick up yang menggunakan bak terbuka

maupun tertutup yang dipergunakan untuk mengarigkaing dan jasa.



w. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotw ggdengkapi sebanyak-banyaknya 8
(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat dysuigemudi baik dengan mupun tanpa

perlengkapan pengangkut bagasi.
X. Sepeda Motor adalah suatu alat yang dapat diganakkalan secara mekanik.
y. Sepeda adalah suatu alat yang tidak dapat digemaddcara mekanik.

z. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi yang diken&akpada orang pribadi atau badan yang
telah menikmati jasa yang disediakan oleh Pemériktabupaten Madiun dengan tujuan

untuk kepentingan dan kemanfataan umum.

aa. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang dileenk&pada orang pribadi atau badan yang
telah menikmati jasa yang disediakan oleh PemériKi@bupaten Madiun dan/atau swasta

dengan mengambil prinsip komersial.

2. Pasal 8 ayat (1) huruf a,b, dan c diubah, seaifpsal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi untukshtu ) kali parkir untuk setiap jenis kendaraan
bermotor yang bernomor polisis diluar Kabupaten inracétau kendaraan bermotor yang
belum dipungut parkir berlangganan ditetapkan saldaerikut :

a. Untuk parkir kendaraan bermotor jenis truckdgang atau trailer sebesar Rp 3.000,00
( tiga ribu rupiah );

b. Untuk parkir kendaraan bermotor jenis trucks ldan kendaraan lain yang sejenis
sebesar Rp 2.000,00 ( dua ribu rupiah);

c.  Untuk parkir kendaraan bermotor jenis sedax, pick up dan kendaraan lain yang
sejenis sebesar Rp 1.000,00 ( seribu rupiah );

d. Untuk parkir kendaraan bermotor jenis rodal®esar Rp 1.000,00 ( seribu rupiah );

e. Parkir sepeda motor sebesar Rp 500,00 (rlwoa rupiah ).

(2) Bagi kendaraan yang parkir di Tempat KhususiPdebih dari 12 ( dua belas ) jam

dikenakan Retribusi Tambahan 100 % ( seratupgrs
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3. Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diubah , sehindtasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Selain Retribusi Parkir sebagaimana dimaksathnd Pasal 3, Pemerintah Kabupaten
Madiun menyediakan cara Parkir Berlangganan ;

(2) Besarnya Retribusi Parkir Berlangganan seba@aa dimaksud pada ayat (1) untuk setiap
tahun ditetapkan sebagai berikut :
- Kendaraan bermotor roda 2 sebesar Rp 15.0Q00@ belas ribu rupiah );
- Kendaraan bermotor roda 3 sebesar Rp 20.0Q@0a puluh ribu rupiah );
- Kendaraan bermotor roda 4 sebesar Rp 30.0Q@i§8 puluh ribu rupiah );
- Kendaraan bermotor roda 4 lebih sebesar R@OBMO ( lima puluh ribu rupiah ).

(3) Pengenaan Retribusi Parkir Berlangganan adedalk kendaraan bermotor yang bernomor

polisi Kabupaten Madiun.

4. Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagkit

Pasal 13

Instansi Pemungut Retribusi adalah Dinas Perhudundnformatika dan Komunikasi

Kabupaten Madiun.

5. Pasal 19 ayat (2) huruf a diubah, sehingga R&sbérbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampagka waktu 3 (tiga) tahun terhitung
sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabigid\Retribusi melakukan tindak pidana
di bidang Retribusi;

(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dirdadysat (1) tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat Teguran;
b. Ada Pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retriduask langsung maupun tidak

langsung.

6. BAB XVII PENYIDIKAN, Pasal 21 dihapus.



Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymelasgngan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiu

Ditetapkan di  Madiun
pada tanggal 31 Juli 2009

BUPATI MADIUN

ttd

H. MUHTAROM, S.Sos

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 31 Juli 2009
SEKRETARIS DAERAH

ttd
Ir. SUKIMAN, M.S

Pembina Utama Muda
NIP 010 170 361

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2009 NOMOR 3/C

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SOENTORO, S.H.
Pembina
NIP 010 212 869







